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Abstrak

Perkembangan zaman dalam bidang teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 begitu
pesat. Namun, ada banyak temuan negatif dari penggunaan media sosial, seperti adanya
hoax, ujaran kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Hal ini menuntut kajian hukum Islam
untuk lebih kontekstual dan mampu menjawab apa yang menjadi tuntutan zaman, khususnya
adanya fenomena media sosial. Dalam melakukan perumusan hukum Islam, ada dua metode
penalaran yang digunakan, yaitu normatif-deduktif dan empiris-induktif agar hukum yang
dihasilkan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, menggagas fikih media sosial
adalah melakukan usaha untuk menemukan magasid al-syari’ah dalam penggunaan media
sosial. Dengan menggunakan teori analisis sadd al-Zari’ah, penelitian ini mengupayakan
rumusan hukum Islam agar senantiasa menjadi solusi dalam perkembangan zaman. Teori ini
digunakan untuk menelusuri berbagai persoalan yang terjadi dalam perkembangan
komunikasi di media sosial akhir-akhir ini. Di samping itu, penelitian ini mencoba untuk
menelusuri istinbat hukum dalam merumuskan fikih media sosial dengan pendekatan Usul
Fikih dan sejarah sosial hukum Islam. Adapun langkah kerja penelitian ini, tidak lepas dari
dua ketentuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu fatwa MUI tentang Media
Sosial dan Undang-Undang ITE.

Kata kunci: media sosial, usul fikih, istinbat hukum, fikih kontemporer, problematika fikih
Abstract

The development in the field of information technology in the era of industrial revolution
4.0 was so rapid. However, there are many negative findings from the use of social media,
such as hoaxes, utterances of hatred, slander, etc. This requires a more contextual study of
Islamic law (figh) and is able to answer what is the demand of the times, especially the
phenomenon of social media. In carrying out the formulation of Islamic law, there are two
methods of reasoning used, namely normative-deductive and empirical-inductive, so that the
resulting laws can be in accordance with the demands of the community. Therefore, the idea
of social media figh is to make an effort to find the magasid al-syari’ah (legal purpose) in
the use of social media. By using the theory of sadd al-zar7’ah analysis, this study sought
formulation of Islamic law in order to be a solution in the times. This theory is used to
explore various problems that have occurred in the development of communication on social
media. In addition, this study attempts to trace the exclusion (istinbat) of the law in
formulating the figh of social media with the Usil al-Figh approach and the social history
of Islamic law. The work of this research is inseparable from the two legal provisions that
have been formulated before, namely the MUI fatwa on Social Media and the Law of
Information and Electronic Transaction.
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A. Pendahuluan

Setiap zaman dimanapun
tempatnya, sudah barang tentu memiliki
problematika tersendiri, mulai dari yang
kecil sampai yang besar. Perkembangan
zaman dan teknologi sekarang ini tidak
lepas dari problematika. Tidak menutup
kemungkinan hal tersebut terjadi dalam
perkembangan teknologi informasi yang
begitu pesat di era revolusi industry 4.0.
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para
pengguna media sosial melalui alat
komunikasi telepon selular. Dampaknya,
terjadi pergeseran cara berkomunikasi
secara online, sehingga tidak perlu
bertatapan muka secara langsung dan juga
membuat pribadi manusia berubah drastis,
lebih berani menyampaikan keinginan
dirinya. Akibatnya, tidak adanya kontrol
pribadi dari diri manusia berimplikasi
pada hal negatif.

Problematika tersebut menuntut
hukum Islam lebih kontekstual dan
mampu menjawab apa yang menjadi
tuntutan zaman. Hal ini sering ditandai
dengan adanya penghargaan terhadap
nilai-nilai  keadilan dan hak asasi
manusia.? Kedua prinsip nilai tersebut
tentu saja harus menjadi acuan dalam
melakukan reinterpretasi terhadap hukum
Islam dalam dunia modern. Dalam
perkembangan selanjutnya, kajian fikih
telah mengalami pergeseran perumusan
materi hukum, dari sekadar kumpulan
hukum yang bersifat hitam-putih semata
menjadi sebuah kumpulan nilai, kaidah,
dan prinsip dalam beragama.® Produk-
produk ijtihad yang dihasilkan pun
cenderung  meliputi  banyak aspek
kehidupan, misalnya aspek politik, sosial,
lingkungan, pendidikan, dan hukum itu
sendiri.* Pada akhirnya fikih dapat
diposisikan dalam berbagai bentuk,
situasi, kondisi, dan menyesuaikan
perkembangan zaman. Lahirnya fikih
dalam konteks sekarang muncul akibat
worldview (pandangan hidup)® yang
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terkonsep dalam  kondisi  berpikir
masyarakat, termasuk adanya pengaruh
dari perkembangan teknologi. Maraknya
penggunaan teknologi pada umumnya
telah mempengaruhi worldview
masyarakat zaman modern. Media sosial
(medsos) termasuk salah satu bagian dari
perkembangan teknologi tersebut.

Dari pembahasan inilah
kemudian muncul istilah Fikih media
sosial.® Dalam pembentukan Fikih, tidak
terlepas dari perspektif Usul Fikih’
sebagai upaya menetapkan metode yang
tepat untuk menggali hukum dari
sumbernya terhadap suatu kejadian
konkret yang belum terdapat nassnya dan
mengetahui dengan sempurna dasar-dasar
serta metode para mujtahid mengambil
hukum. Setidaknya, ada dua hal yang
menjadi fokus kajian dalam tulisan ini,
yaitu, pertama, merumuskan formulasi
fikih  media sosial melalui upaya
pengkajian metode-metode Usul Fikih
terhadap perkembangan media sosial.
Kedua, menganalisis Undang-Undang
yang menjadi landasan aturan dalam
penggunaan media sosial. Dalam arti lain,
aturan perundang-undangan yang ada
diperkuat dengan analisis usul fikih dari
landasan dalil-dalil hukum Islam melalui
sumbernya. Penelusuran dalam perpektif
Usul Fikih digunakan untuk upaya
penggalian hukum sesuai dengan metode
yang ada dalam kajian Usul Fikih. Di
samping itu, melalui perspektif Usul Fikih
peraturan  perundang-undangan  yang
mengatur media sosial tidak lain
merupakan manifestasi dari produk fikih
melalui pintu ijtihad.2

B. Urgensi Kajian Fikih Media Sosial

Sebelum  dibahas  mengenai
kajian fikih media sosial, terlebih dahulu
dianalisis mengetahui keberadaan media
sosial dan problematikanya. Oleh sebab
itu, penulis merasa perlu untuk
memaparkan periodesasi perkembangan
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komunikasi. Pada masa jahiliyah,
keberadaan opini tergantung ungkapan
para penyair, jika seorang pujangga
memuji sesuatu, masyarakat Arab saat itu
turut memujinya.® Sebaliknya jika mereka
mengumpat sesuatu maka rakyat pun
beramai-ramai latah mencaci sesuatu
tersebut. Perkembangannya kemudian,
kekuatan opini bukan lagi dikendalikan
para penyair, akan tetapi oleh wartawan
dan para penulis. Mereka dianggap
sebagai kekuatan perubahan sosial, tapi
seiring waktu hal itu menjadi sesuatu yang
sudah berlalu. Kini dominasi opini itu
digerakkan oleh kekuatan media sosial
(medsos). Informasi dunia maya ini
melesat cepat merubah mindset dan
perilaku manusia. Oleh sebab itu, gagasan
fikih media sosial harus dibangun agar
mendorong pembentukan model ber-
komunikasi yang memiliki tanggung
jawab  besar  dalam melahirkan
kemaslahatan (bermedsos karimah).
Sebagaimana diketahui, kajian
fikih memiliki sisi penting, di antaranya:
pertama, untuk mempelajari hukum-
hukum Islam yang berhubungan dengan
kehidupan manusia. Kedua, untuk
mengetahui dan menerapkan hukum-
hukum syari’at Islam terhadap perbuatan
dan ucapan manusia, selain itu untuk
membatasi setiap mukallaf terhadap hal-
hal yang diwajibkan atau diharamkan
baginya. Ketiga, untuk menerapkan
hukum syara’ pada setiap perkataan dan
perbuatan mukallaf, sehingga bagi setiap
mukallaf wajib untuk mengetahui hukum

syara’ pada setiap perkataan dan
perbuatan yang mereka lakukan.
Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili

menegaskan tujuan umum hukum syariat,
yang dinyatakan dalam kajian fikih,
adalah untuk menyatakan kemaslahatan
bagi manusia, baik yang sekarang atau
yang akan datang, adakalanya dengan
menarik kemanfaatan, atau untuk menolak
bahaya dan kerusakan.©

Jadi, gagasan Fikih media sosial
berusaha untuk membangun metodologi
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atas dua kenyataan historis dalam
perkembangan hukum Islam. Yang
pertama adalah kasus ijtihad para ulama
mazhab yang menggunakan sumber
hukum selain al-Qur’an dan Sunnah,
misalnya  ijma’, qiyas, maslahah
mursalah, istihsan, istishab dan lain
sebagainya. Yang kedua adalah aspek-
aspek yang terkait dengan Magasid al-
Syart’ah (hifz al-din, hifz an-nafs, hifz al-
‘aql, hifz al-nasl, hifz al-mal). Dari kedua
prinsip itu, rumusan fikih media sosial
kemudian membangun sebuah metode
interpretasi hukum yang didasarkan pada
nilai-nilai fundamental, yang diterapkan
dalam pembentukan hukum Islam. Nilai
fundamental tersebut adalah, pertama
nilai wajib, yang harus diperhatikan dalam
pembentukan hukum Islam, misalnya kita
harus memperhatikan terlebih dahulu,
kualitas nilai dari nass yang dijadikan dalil
hukum. Kedua, nilai dasar, yang diajarkan
oleh nass adalah human values atau nilai-
nilai kemanusiaan bukan theos values.
Ketiga, nilai proteksi, yang melindungi
agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
Keempat, nilai implementasi, yang terkait
erat dengan nilai proteksi, misalnya
jangan mendekati zina itu adalah nilai
protektif, sedangkan fakhisyah adalah
nilai  implementatif. Kelima, nilai
intruksional nass, secara umum dibagi
menjadi dua, yaitu nilai perintah dan nilai
larangan.

C. Landasan Hukum Fikih Media
Sosial

Dalam merumuskan fikih media
sosial harus memperhatikan beberapa dalil
sebagai dasar untuk melakukan istinbat
hukum. Dalil-dalil tersebut didasarkan
pada tiga landasan, yaitu sebagai berikut.
1. Landasan Hukum dalam Al-Qur’an

Perlu diketahui, ada beberapa dalil
al-Qur’an yang menyatakan adanya
perintah untuk melakukan sesuatu yang
baik dan melarang sesuatu yang buruk.
Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat: 6
menegaskan adanya perintah pentingnya
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tabayyun (klarifikasi) ketika memperoleh
informasi, hal ini, dalam ayat tersebut,
dilakukan agar informasi tersebut tidak
memberikan bahaya kepada orang lain.
Ayat tersebut tentunya melarang keras
akan adanya informasi yang tidak jelas,
baik dari sumbernya maupun redaksi yang
digunakan.

Selanjutnya, Firman Allah yang
melarang untuk menyebarkan praduga dan
kecurigaan, mencari keburukan orang,
serta menggunjing, antara lain : pertama,
QS. An-Nur: 16 menegaskan adanya
perintah agar orang Islam memberi
peringatan melalui lisannya kepada orang
yang menyebarkan berita bohong, bukan
kemudian ikut dalam menyebarkan berita
tersebut. Karena walaupun itu bohong,
akan tetapi jika dibiarkan tersebar, bahkan
semakin banyak pihak yang menyebarkan,
maka dapat dianggap sebuah kebenaran
padahal itu adalah dusta. Kedua, QS. An-
Nur: 19 menyatakan bahwa perbuatan
menyebarkan berita bohong dengan
sengaja, diancam oleh Allah dengan
siksaan yang pedih, baik di dunia maupun
akhirat. Unsur kesengajaan  dalam
menyebarkan berita bohong, sementara
orang yang menyebarkan sangat paham
betul bahwa itu berita bohong, tentunya
sangat mencederai nilai-nilai keislaman.
Ketiga, Q.S. Al-Hujurat: 12 menegaskan
bahwa mencari keburukan orang lain,
berburuk sangka, menggunjing
merupakan perbuatan dosa, bahkan
digambarkan sebagaimana orang Yyang
memakan daging saudaranya yang sudah
meninggal. Ayat ini tentu memberi
gambaran jelas bahwa segala bentuk
penggunaan media sosial yang mengarah
pada hal tersebut adalah suatu perbuatan
kejahatan. Keempat, QS. Al-Humazah: 1
menyatakan keburukan pengumpat dan
pencela. Ayat ini menggambarkan bahaya
dari perbuatan tersebut, tidak hanya
dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga
dirasakan oleh orang lain yang berada di
sekitarnya. Kelima, QS. Al-Qalam: 10 —
11 menjelaskan bahwa orang yang suka
bersumpah serapah, suka menghina dan
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mencela tidak layak untuk dipatuhi. Ayat
ini menegaskan bahwa siapapun orangnya
yang melakukan perbuatan negatif
tersebut melalui media apapun tidak layak
dijadikan panutan dan teladan bagi umat
Islam. Oleh karena itu, ayat ini layak
dijadikan landasan bagi umat Islam dalam
memilih panutan, baik keagamaan, sosial
masyarakat, maupun negara.

Sementara itu, firman Allah yang
memerintahkan  untuk  berbuat adil
sekalipun terhadap orang yang dibenci,
antara lain: pertama, QS. Al-Ma’idah: 8,
menegaskan bahwa sekalipun umat Islam
membenci seseorang karena
perbuatannya, akan tetapi jangan sampai
ada kezoliman, dalam arti bahwa orang
yang dibenci karena perbuatannya, dia
tetapi memiliki hak dan kewajiban. Oleh
karena itu, umat Islam harus obyektif
dalam hal ini, yaitu dengan senantiasa
menjaga sikap adil terhadap siapapun.
Karena keadilan menjadikan umat Islam
mampu  menjadikan  diri  mereka
senantiasa bertakwa. Kedua, QS. Al-
Ahzab: 58 menjelaskan bahwa perbuatan
menyakiti orang mukmin tanpa kesalahan
yang mereka perbuat adalah dosa. Ayat ini
menjelaskan  bahwa adalah  sebuah
perbuatan dosa jika menyakiti (melalui
berbagai macam media) orang Islam yang
diberitakan negatif padahal mereka tidak
melakukan perbuatan negative tersebut.

Beberapa ayat tersebut di atas,
langsung  maupun tidak  langsung
menegaskan adanya aturan untuk berbuat
baik kepada orang lain dan juga melarang
berbuat buruk kepada orang lain, baik
dalam ucapan, perbuatan, maupun tulisan
yang dituangkan dalam media sosial. Oleh
sebab itu, ayat-ayat tersebut di atas dapat
dijadikan landasan dalam menetapkan
rumusan fikih media sosial.

2. Dasar Hadis

Sementara itu, ada beberapa
hadis yang dapat dijadikan dalil dalam
menggali hukum tentang fikih media
sosial, di antaranya: pertama, Hadis Nabi
yang memerintahkan jujur dan melarang
berbohong, sebagaimana sabdanya:
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Kedua, Hadis Nabi yang menjelaskan
pengertian tentang ghibah agar umat Islam
memahaminya, sebagaimana sabdanya:
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Ketiga, Hadis Nabi yang memerintahkan
untuk bertutur kata yang baik dan
menjadikannya sebagai salah  satu

indikator  keimanan kepada Allah,
sebagaimana sabdanya:
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Keempat, Hadis Nabi yang
mengkategorikan  sebagai pembohong
bagi setiap orang yang menyampaikan
setiap hal yang didengarnya, sebagaimana
sabdanya:
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Kelima, Hadis Nabi yang menjelaskan

perintah untuk menutupi aib orang lain
sebagaimana sabdanya:
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Keenam, Hadis Nabi yang
menggambarkan sebagai orang bangkrut
(muflis) bagi orang yang suka mencela
dan menuduh orang lain, sebagaimana
sabdanya:
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Ketujuh, Hadis Nabi yang menjelaskan
salah satu identitas muslim adalah ketika
orang lain merasa aman dari lisan dan
perbuatannya sebagaimana sabdanya:
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Kedelapan, Hadis Nabi yang menjelaskan
hukuman bagi orang yang suka
bergunjing, antara lain:
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Kesepuluh, Hadis Nabi yang menjelaskan
larangan mengikuti prasangka tentang
seseorang, juga mencari kesalahan dan
menghina orang lain  sebagaimana
sabdanya:
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Berdasarkan beberapa hadis di
atas, dapat dikatakan bahwa segala bentuk
kebaikan  dan  berimplikasi  pada
terwujudnya  kemaslahatan, sangat
dianjurkan menurut Islam. Sebaliknya,
segala bentuk kejahatan, keburukan, dan
berimplikasi pada terwujudnya mudarat,
dilarang keras oleh Islam. Dengan
demikian, rumusan fikih media sosial
harus berimplikasi pada batasan yang
diperbolehkan menurut syariat karena
mengandung maslahat dan batasan yang
dilarang  menurut  syariat  karena
mengandung unsur bahaya.

3. Pandangan Ulama

Sementara itu, ada beberapa pendapat
ulama mengenai tata cara dalam
berkomunikasi, di antaranya: pertama,
Imam al-Qurthubi dalam menafsirkan QS.
Al-Hujurat: 12 terkait ghibah, di mana
Allah SWT mengumpamakan mengenai
kejahatan ghibah dengan memakan daging
orang mati karena orang mati tidak dapat
mengetahui kalau dagingnya dimakan
orang lain, seperti saat ia hidup tidak
mengetahui orang mempergunjingkannya.
Di samping itu, Imam al-Qurtubi dalam
kita  Tafsir  Al-Qurtubi jilid 186,
menyatakan: “begitu juga ucapan anda
pada hakim meminta tolong untuk
mengambil hak anda yang diambil orang
yang menzalimi lalu anda berkata pada
hakim: Saya dizalimi atau dikhianati atau
dighasab olehnya maka hal itu bukan
ghibah. Ulama sepakat atas hal ini.”
Kedua, Imam al-Nawawi dalam Kitab
Syarh Sahih Muslim,}! memberikan
penjelasan hadis terkait dengan perilaku
penyebaran setiap berita yang datang
kepada orang Islam, “Adapun makna
hadits ini dan makna atsar-atsar yang
semisalnya adalah, peringatan dari
menyampaikan setiap informasi yang
didengar oleh seseorang, karena biasanya
ia mendengar kabar yang benar dan yang
dusta, maka jika ia menyampaikan setiap
yang ia dengar, berarti ia telah berdusta
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karena menyampaikan sesuatu yang tidak
terjadi”. Di sisi lain, Imam al-Nawawi
dalam kitab Riyadlu al-Shalihin halaman
432 — 433 menjelaskan tentang
pengecualian kebolehan ghibah:
“Ketahuilah bahwa ghibah itu dibolehkan
untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat
dengan catatan tidak ada cara lain selain
itu. Sebab kebolehan melakukan ghibah
ada enam: Pertama, At-tazhallum
(pengaduan atas kezaliman yang
menimpa), orang yang terzalimi boleh
menyebutkan  kezaliman  seseorang
terhadap dirinya dan mengadukannya
kepada aparat penegak hukum dan pihak
yang memiliki kompetensi dan kapasitas
(qudrah) untuk menyadarkan orang yang
menzalimi. Kedua, al-isti’anah (meminta
pertolongan) untuk mengubah
kemungkaran  dan mengembalikan
perbuatan orang yang maksiat kepada
kebenaran, seperti mengatakan kepada
orang yang diharapkan  mampu
menghilangkan kemungkaran: “Fulan
telah berbuat begini (perbuatan buruk).
Cegahlah dia”. Ketiga, Al-Istifta’
(meminta fatwa), meminta fatwa dan
nasihat seperti perkataan peminta nasihat
kepada mufti (pemberi fatwa): “Saya
dizalimi oleh ayah atau saudara, atau
suami.... "Keempat, at-tahdzir
(memperingatkan), mengingatkan orang-
orang Islam dari perbuatan buruk dan
memberi nasihat pada mereka. Kelima,
orang yang menampakkan kefasikan dan
perilaku maksiatnya. Seperti
menampakkan diri saat minum miras
(narkoba), berpacaran di depan umum,
dan sejenisnya.Keenam, memberi julukan
tertentu pada seseorang. Apabila
seseorang sudah dikenal dengan julukan
tertentu seperti al-A’'ma (si buta), al-
a’sham (si bisu)maka tidak apa-apa.
Namun, haram penyebutan julukan jika
untuk menunjukkan kelemahan.”

Ketiga, Imam al-Shan’ani dalam kitab
Subulus Salam juz 4% menyatakan:
“Kebanyakan ulama berpendapat bahwa
bolen memanggil orang fasik (pendosa)
dengan sebutan wahai orang fasiq!, Hai
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orang rusak! Begitu juga boleh
membicarakan gosip terhadap mereka
dengan  syarat untuk  bermaksud
menasihatinya atau menasihati lainnya
untuk menjelaskan perilaku si fasiq atau
untuk mencegah agar tidak
melakukannya. Bukan dengan tujuan
terjatuh ke dalamnya. Maka (semua itu)
harus timbul dari maksud yang baik.”
Dapat dipahami bahwa pandangan para
ulama merupakan upaya ijtihad dalam
rangka menetapkan suatu hukum Islam
ketika berbenturan dengan perubahan
sosial, budaya, dan perkembangan
teknologi yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat. Oleh karena itu, gaul ulama
dapat dijadikan hujjah dalam penetapan
hukum, khususnya dalam hal ini adalah
fikih media sosial.

D. Rumusan Fikih Media Sosial
1. Rumusan Fikih Media Sosial dalam

UU ITE
Berkaitan dengan penggunaan
media sosial, ada beberapa aturan

perundang-undangan  yang  menjadi
landasan,®® yaitu: pertama, UU No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi  Elektronik  (ITE), yang
mengatur tentang informasi serta transaksi
elektronik, atau teknologi informasi secara
umum. Kedua, Peraturan Pemerintah No.
82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE),

mengatur  sistem  elektronik  untuk
pelayanan publik dan nonpelayanan
publik, sanksi administratif,

tanggungjawab pidana serta perdata
penyelenggara, sertifikasi, kontrak, dan
tanda tangan elektronis, serta penawaran
produk  melalui sistem elektronik.
Ketiga, Undang-Undang No. 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, di
mana ada sekitar 7 poin perubahan. Revisi
Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) resmi berlaku usai
melewati 30 hari sejak disahkan menjadi
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UU pada 27 Oktober 2016 dan mulai pada
28 November 2016. Ada beberapa
perubahan di UU ITE yang baru yaitu
sebagai berikut:

1) Untuk menghindari
multitafsir terhadap ketentuan larangan
mendistribusikan,  mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi  Elektronik  bermuatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3),
dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai
berikut:

a. Menambahkan penjelasan atas
istilah “mendistribusikan,
mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya Informasi

Elektronik.”

- Yang dimaksud dengan
“mendistribusikan” adalah
mengirimkan dan/atau
menyebarkan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen
Eletronik kepada banyak orang
atau berbagai pihak melalui
Sistem Elektronik.

- Yang dimaksud dengan
“mentransmisikan” adalah
mengirimkan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen
Eletronik yang ditujukan kepada
satu pihak lain melalui Sistem
Elektronik.

- Yang dimaksud dengan
“membuat dapat diakses” adalah
semua perbuatan lain selain
mendistribusikan dan
mentransmisikan melalui Sistem
Elektronik yang menyebabkan
Informasi  Elektronik dan/atau
Dokumen  Elektronik  dapat
diketahui pihak lain atau publik.

b. Menegaskan  bahwa  ketentuan
tersebut adalah delik aduan bukan
delik umum.

c. Menegaskan bahwa unsur pidana
pada ketentuan tersebut mengacu
pada ketentuan pencemaran nama
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baik dan fitnah yang diatur dalam
KUHP.

2) Menurunkan ancaman pidana pada 2

(dua) ketentuan pada pasal 29 sebagai

berikut:

a. Ancaman pidana penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik
diturunkan dari pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun
menjadi paling lama 4 (tahun)
dan/atau denda dari paling banyak
Rp 1 miliar menjadi paling banyak

Rp 750 juta.
b. Ancaman pidana  pengiriman
informasi elektronik berisi

ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti dari pidana penjara paling
lama 12 (dua belas) tahun menjadi
paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda dari paling banyak
Rp 2 miliar menjadi paling banyak
Rp 750 juta.

3) Melaksanakan putusan Mahkamah

Konstitusi  terhadap 2  (dua)

ketentuan sebagai berikut:

a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat
(4) yang semula mengamanatkan
pengaturan tata cara intersepsi atau
penyadapan dalam  Peraturan
Pemerintah menjadi dalam
Undang-Undang.

b. Menambahkan penjelasan pada
ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat
(2 mengenai keberadaan
Informasi  Elektronik  dan/atau
Dokumen Elektronik sebagai alat
bukti hukum yang sah.

4) Melakukan sinkronisasi ketentuan
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hukum acara pada Pasal 43 ayat (5)
dan ayat (6) dengan ketentuan hukum
acara pada KUHAP, sebagai berikut:
a. Penggeledahan dan/atau penyitaan
yang semula harus mendapatkan
izin Ketua Pengadilan Negeri
setempat, disesuaikan kembali
dengan ketentuan KUHAP.

b. Penangkapan penahanan yang
semula harus meminta penetapan
Ketua Pengadilan Negeri setempat
dalam  waktu  1x24  jam,

disesuaikan ~ kembali  dengan
ketentuan KUHAP.

5) Memperkuat peran Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE

pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

a. Kewenangan membatasi atau
memutuskan akses terkait dengan
tindak pidana teknologi informasi;

b. Kewenangan meminta informasi
dari Penyelenggara Sistem
Elektronik terkait tindak pidana
teknologi informasi.

6) Menambahkan ketentuan mengenai

“right to be forgotten” atau ‘“hak
untuk dilupakan” pada ketentuan
Pasal 26, sebagai berikut:

a. Setiap  Penyelenggara  Sistem
Elektronik ~ wajib  menghapus
Informasi Elektronik yang tidak
relevan yang berada di bawah
kendalinya atas permintaan orang
yang bersangkutan berdasarkan
penetapan pengadilan.

b. Setiap Penyelenggara  Sistem
Elektronik wajib menyediakan
mekanisme penghapusan
Informasi Elektronik yang sudah
tidak relevan. (Menambahkan
ketentuan atau kewajiban
menghapus konten yang tidak
relevan bagi penyelenggara sistem
elektronik ~ sebagai  jaminan
pemenuhan atas perlindungan data
pribadi. Pelaksanaan ketentuan ini
dilakukan atas permintaan orang
yang bersangkutan berdasarkan
penetapan pengadilan).

7) Memperkuat peran Pemerintah dalam

memberikan perlindungan dari segala
jenis gangguan akibat penyalah-
gunaan informasi dan transaksi
elektronik (Memberikan landasan
yang kuat bagi pemerintah untuk
mencegah penyebarluasan konten
negatif  di internet)  dengan
menyisipkan kewenangan tambahan
pada ketentuan Pasal 40:

Pemerintah  wajib  melakukan

pencegahan penyebarluasan
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Informasi Elektronik yang

memiliki muatan yang dilarang;

b. Pemerintah berwenang melakukan
pemutusan akses dan/atau
memerintahkan kepada
Penyelenggara Sistem Elektronik
untuk melakukan pemutusan akses
terhadap Informasi  Elektronik
yang memiliki muatan yang
melanggar hukum.

Dengan demikian, setidaknya ada
tiga poin penting yang disebutkan UU ITE
kaitannya dengan penggunaan media
sosial, yaitu: pertama, batasan
penggunaan media sosial, dalam arti
bahwa UU ini menegaskan adanya
penggunaan yang dibolehkan dan yang
dilarang. Kedua, mengatur sanksi bagi
pelanggar UU, dalam arti ketika warga
Negara melakukan perbuatan yang di luar
batasan penggunaan media sosial yang
diperbolehkan, maka akan mendapat
hukuman. Ketiga, adanya penguatan peran
penegak hukum dalam menanggulangi
penyalahgunaan media sosial. Namun,
ketika ditelusuri lebih teliti, UU ITE lebih
fokus pada tiga isu atau konten, yaitu:
pertama, pencemaran nama baik yang
dilakukan pengguna media sosial. Kedua,
penodaan atau penistaan agama. Ketiga,
menyebarkan ancaman kepada orang lain
secara online.

2. Rumusan Fikih Media Sosial dalam

Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia
mengeluarkan fatwa dengan Nomor: 24
Tahun 2017 tentang Hukum dan
Bermuamalah melalui Media Sosial.*
Selanjutnya  penulis  menyimpulkan
beberapa poin dalam fatwa tersebut
sebagai berikut.

a. Dalam bermuamalah dengan sesama,
baik di dalam kehidupan riil maupun
media sosial, setiap muslim wajib
mendasarkan pada keimanan dan
ketakwaan, kebajikan (mu’asyarah bil
ma’riif), persaudaraan (ukhuwwah),
saling wasiat akan kebenaran (al-
haqq) serta mengajak pada kebaikan
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(al-amr bi al-ma’rizf) dan mencegah
kemunkaran (al-nahyu ‘an al-
munkar).

. Setiap muslim yang bermuamalah

melalui media sosial wajib

memperhatikan ~ hal-hal  sebagai

berikut:

- Senantiasa meningkatkan keimanan
dan ketakwaan, tidak mendorong
kekufuran dan kemaksiatan.

- Mempererat persaudaraan
(ukhuwwah), baik persaudaraan ke-
Islaman (ukhuwwah Islamiyyah),

persaudaraan kebangsaan
(ukhuwwah wathaniyyah), maupun
persaudaraan kemanusiaan

(ukhuwwah insaniyyah).

- Memperkokoh kerukunan, baik
intern umat beragama, antar umat
beragama, maupun antara umat
beragama dengan Pemerintah.

. Setiap muslim yang bermuamalah

melalui media sosial diharamkan
untuk:
- Melakukan ghibah, fitnah,

namimabh, dan penyebaran
permusuhan.
- Melakukan bullying, ujaran

kebencian, dan permusuhan atas
dasar suku, agama, ras, atau antar
golongan.

- Menyebarkan hoax serta informasi
bohong meskipun dengan tujuan
baik, seperti info tentang kematian
orang yang masih hidup.

- Menyebarkan materi pornografi,
kemaksiatan, dan segala hal yang
terlarang secara syar’i.

- Menyebarkan konten yang benar
tetapi tidak sesuai tempat dan/atau
waktunya.

- Memproduksi, menyebarkan
dan/atau membuat dapat diaksesnya
konten/informasi yang tidak benar
kepada masyarakat hukumnya
haram.

- Memproduksi, menyebarkan
dan/atau membuat dapat diaksesnya
konten/informasi  tentang hoax,
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ghibah, fitnah, namimah, aib,
bullying, ujaran kebencian, dan hal-
hal lain sejenis terkait pribadi
kepada orang lain dan/atau
khalayak hukumnya haram.

- Mencari-cari informasi tentang aib,
gosip, kejelekan orang lain atau
kelompok hukumnya haram kecuali
untuk kepentingan yang dibenarkan
secara syar’i.

- Memproduksi dan/atau
menyebarkan konten/informasi
yang bertujuan untuk membenarkan
yang salah atau menyalahkan yang
benar, membangun opini agar
seolah-olah berhasil dan sukses,
dan  tujuan  menyembunyikan
kebenaran serta menipu khalayak
hukumnya haram.

- Menyebarkan konten yang bersifat
pribadi ke khalayak, padahal konten
tersebut diketahui tidak patut untuk
disebarkan ke publik, seperti pose
yang mempertontonkan  aurat,
hukumnya haram.

- Aktifitas buzzer di media sosial
yang  menjadikan  penyediaan
informasi  berisi hoax, ghibah,
fitnah, namimah, bullying, aib,
gosip, dan hal-hal lain sejenis
sebagai profesi untuk memperoleh
keuntungan, baik ekonomi maupun
non-ekonomi, hukumnya haram.
Demikian juga orang yang
menyuruh, mendukung, membantu,
memanfaatkan jasa dan orang yang
memfasilitasinya.

Jika ditelusuri lebih jauh, fatwa ini
cukup mewakili adanya ketentuan hukum
dalam menggunakan media sosial. Oleh
sebab itu, perlu diturunkan dalam aturan
fikih, sebagai buku pedoman yang lebih
menyeluruh bagi umat Islam khususnya.
Hal ini tentunya dikarenakan posisi fatwa
hanya ditekankan pada yang mengajukan
fatwa, sementara fikih lebih luas
penekanannya.
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3. Rumusan Fikih Media Sosial dalam
Perspektif Usul Fikih

Dalam pembentukan fikih, tidak
terlepas dari perspektif usul fikih sebagai
upaya menetapkan metode yang tepat
untuk menggali hukum dari sumbernya
terhadap suatu kejadian konkret yang
belum terdapat nasnya dan mengetahui
dengan sempurna dasar-dasar serta
metode para mujtahid mengambil hukum.
Kajian teori hukum Islam menunjukkan
bahwa dalam menghadapi masalah-
masalah yang tidak jelas rinciannya dalam
al-Qur’an atau petunjuk yang ditinggalkan
Nabi SAW, penyelesaiannya adalah
dengan metode ijtihad.®® Proses ijtihad
dalam melakukan istinbat hukum harus
tetap berpedoman pada al-Qur’an dan
Hadis sebagai sumber hukum utama.
Dalam kajian usul fikih, sumber hukum
Islam pada dasarnya ada dua macam.
Pertama, sumber tekstual atau sumber
tertulis  (u=s=i), yaitu langsung
berdasarkan al-Qur’an dan Hadis. Kedua,
sumber non-tekstual atau sumber tidak
tertulis (uasaie &/ 4nlal), misalnya
ijma’, qiyas, istihsan, maslahah mursalah,
‘urf, Zari’ah, istishab, qaul sahabi, dan
syar un man gablana.*® Meskipun sumber
hukum yang kedua ini tidak langsung
mengambil dari teks al-Qur’an dan Hadis,
namun pada hakekatnya bersandar kepada
al-Qur’an dan Hadis.’

Dengan demikian, konsep fikih
media  sosial  dilakukan  dengan
menganalisis dalil al-Qur’an dan hadis
dengan analisis teori sadd al-zariah. Teori
ini diartikan sebagai upaya dalam
memutuskan suatu yang mubah menjadi
makruh atau haram demi kepentingan
umat. Dalam karyanya al-Muwafaqgat, al-
Syatibi menyatakan bahwa sadd al-
zari’ah adalah menolak sesuatu yang
boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan
kepada sesuatu yang dilarang (mamnii’).*®
Sebagai contoh misalnya kewajiban
mengerjakan salat yang lima waktu.
Seseorang baru dapat mengerjakan salat
itu bila telah belajar salat terlebih dahulu,
tanpa belajar ia tidak akan dapat
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mengerjakannya. Dalam hal ini tampak
bahwa belajar salat itu sendiri tidak wajib.
Tetapi karena ia menentukan apakah
kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak,
sangat tergantung kepadanya.
Berdasarkan hal ini dapat ditetapkan
bahwa hukum wajib belajar salat,
sebagaimana halnya hukum salat itu
sendiri. Demikian pula halnya dengan
larangan. Ada perbuatan yang dilarang
secara langsung dan ada yang dilarang
secara tidak langsung. Yang dilarang
secara langsung, ialah seperti minum
khamer, berzina dan sebagainya. Yang
dilarang secara tidak langsung seperti
membuka warung yang menjual minuman
khamer, berkhalwat antara laki-laki dan
perempuan yang tidak ada hubungan

mahram.  Menjual  khamer  pada
hakekatnya tidak dilarang, tetapi
perbuatan itu membuka pintu yang

menuju kepada minum khamer, maka
perbuatan itupun dilarang. Demikian pula
halnya dengan berkhalwat yang dapat
membuka jalan kepada perbuatan zina,
maka dilarang. Dengan menetapkan
hukumnya sama dengan perbuatan yang
sebenarnaya, maka tertutuplah pintu atau
jalan yang menuju kearah perbuatan-
perbuatan maksiat. Inilah maksud dari
sadd al-zari’ah.

Untuk mengetahui langkah kerja
sadd al-zariah dalam menganalisis
implementasi rumusan fikih media sosial,
dapat dilakukan analisis kasus pada tiga
hal sebagai berikut. Pertama, pencemaran
nama baik. Masalah negatif yang sering
muncul dalam penggunaan medsos adalah
adanya upaya untuk merendahkan
martabat orang lain, hal ini bisa dilakukan
dengan fitnah, berita bohong, menghina,
dan lain sebagainya. Di dalam tujuan
syariat, Islam mengupayakan setiap aturan
hukum dapat dibentuk jika di antaranya
ada unsur hifz al- ‘ird (menjaga harga diri
atau kehormatan, seperti yang dijelaskan
dalam Q.S. al-Hujurat: 6. Kedua,
penodaan Agama. Masalah negatif yang
sering muncul selanjutnya dalam
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penggunaan medsos adalah adanya upaya
untuk merendahkan kepercayaan (agama)
orang lain. Padahal dalam Islam sudah
diatur  berkaitan  dengan toleransi
antarumat beragama, begitu juga dalam
UUD 1945. Hal ini sesuai sebagaimana
disebutkan dalam Q.S. al-Kafirun: 1-6.
Ketiga, ancaman via online. Masalah
negatif yang sering muncul selanjutnya
dalam penggunaan medsos adalah adanya
upaya untuk mengancam kehidupan orang
lain. Hal ini tentunya ada pelanggaran
hak-hak hidup orang lain. Padahal Islam
maupun Undang-Undang telah mengatur
adanya larangan mengancam terhadap
hak-hak asasi orang lain.

E. Implementasi Fikih Media Sosial

dalam Konteks Kehidupan
Masyarakat
Ayat al-Quran memuat rambu-
rambu atau patokan yang harus
dipedomani manusia dalam
berkomunikasi  dengan  sesamanya.

Komunikasi yang dimaksud meliputi
kegiatan bertutur-kata, sapa-menyapa,
perbincangan sehari-hari dan seterusnya
di antara sesama manusia baik secara
langsung maupun dalam komunikasi
lewat media sosial. Implikasi
berkomunikasi  terbentuk dari kata-
kunci gala atau lebih tepatnya term qgaul.
Term gaul disampaikan dalam sejumlah
ayat setidaknya terdapat tiga gambaran,
yaitu perintah, larangan, dan berita.
a. Perintah
Yang berada dalam kelompok ini
setidaknya terdiri atas enam term,
yaitu: pertama, qaul ma’raf. Hal ini
sebagaimana disebutkan dalam Q.S.
an-Nisa: 5. Dalam Tafsir Ruh al-
Bayan, dikatakan bahwa yang
dimaksud dengan gaul
ma riif adalah kalaman layyinan tatibu
bihi  nufisuhum (kata-kata lemah-
lembut yang menyenangkan pada diri
anak-anak yatim).'® Sementara itu, lbn
Kasir mengartikannya al-kalam al-
tayyib wa tahsin al-akhlag (kata-kata
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yang baik dan  mengindahkan
akhlak).?® Dengan demikian, ayat ini
dengan jelas memberi titah untuk
menyampaikan qaul ma rif; kata-kata
yang baik, santun dan enak didengar,
yakni kata-kata yang bebas dari unsur
dosa dan kefasikan serta tidak
mengundang  perilaku dosa dan
kefasikan.?! Kedua, Qaul Sadid,
sebagaimana disebutkan di dalam Q.S
al-Ahzab: 70. Dalam al-Jami’ li Ahkam
al-Qur’an, al-Qurthubi menyebutkan
sejumlah pengertian untuk gaul sadid,
yaitu gasdan wa haggan (efisien dan
benar), sawab (tepat), al-lazi yuwafiqu
zahiruhu batinahu (yang selaras luar-
dalamnya), ma urida bihi wajh Allah
duna ghairuh (sesuatu yang diniatkan
hanya karena Allah, bukan lain-Nya),
dan al-islah bain al-
mutasyajirin - (mendamaikan orang-
orang yang bertengkar).?

Ketiga, qaul layyin, sebagaimana
disebutkan dalam Q.S. Taha.: 44. Al-
Zamakhsyari dalam al-
Kasysyaf memberi makna untuk gaul
layyin dalam ayat ini, antara lain
dengan  kata-kata ~ yang  tidak
menimbulkan rasa tidak enak pada
orang yang diajak bicara; kata-kata
yang lemah-lembut. Di antara
bentuk gaul layyin adalah memanggil
seseorang dengan gelar atau julukan
yang disukai orang itu.?® Keempat,
Qaul Baligh, sebagaimana dijelaskan
dalam Q.S. al-Nisa’: 63. Dalam ayat
tersebut dijelaskan bahwa mereka
adalah orang-orang munafik. Allah
tahu isi hati mereka. Mereka adalah
orang-orang yang menyembunyikan
niat buruk dan keinginan jahat. Namun
di hadapan Nabi SAW mereka berlagak
menginginkan perdamaian dan
kebaikan bersama. Walaupun
demikian, Nabi SAW diperintah untuk
tetap berlaku baik terhadap mereka
seraya memberi mereka wejangan dan
pelajaran, serta perkataan yang
berbekas pada jiwa mereka(qaul
baligh).?*  Kelima, qaul karim,

sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-
Isra: 23. Kata “Ah” yang tidak boleh
diucapkan seorang anak kepada orang
tuanya merupakan penyederhanaan
dari segala jenis dan bentuk kata yang
jelek, hina, tidak sopan, tidak pantas
dan padanan-padanan negatif lainnya.
Kebalikan dari kata “ah”, kata-kata
yang harus diucapkan kepada orang tua
adalah qaul karim.?® Keenam, din al-
Jahr min al-gaul, sebagaimana
dijelaskan dalam Q.S. al-A’raf: 205.
Yang menjadi fokus dari ayat ini adalah
penggalan din al-jahr min al-gaul
(dengan tidak mengeraskan suara).
Suasana batin dan keadaan jiwa itu,
seperti ditunjukkan ayat ini, antara lain
rendah diri (tadarru’) dan rasa takut
(khifah). Suasana dan keadaan itu
kemudian didukung dengan
penyampaian kata-kata atau seruan
yang lirih. Kekhusyukan, kerendahan
diri, dan rasa takut berpadu sendu, lirih
dan syahdu.

. Larangan

Yang berada dalam kelompok ini, di
antaranya: pertama, gaul al-zar. Hal
ini sebagaimana disebutkan dalam
Q.S. al-Hajj: 30. Menjauhi perkataan
dusta (qaul al-ziir) merupakan hal
paling penting dalam berkomunikasi
dengan siapa pun. Al-zir adalah al-
kizb; kebohongan. Kebohongan adalah
penyimpangan dari kebenaran.
Kebohongan memunculkan
permusuhan, melahirkan kedengkian,
dan memecah persatuan. Kebohongan
mengingkari kebenaran dan
mengukuhkan kebatilan.?® Kedua, al-
s’ min  al-gaul, sebagaimana
disebutkan dalam Q.S. al-Nisa’: 148.
Di antara bentuk ucapan buruk adalah
sumpah-serapah, = mengutuk  atau
mendoakan jelek terhadap orang lain.
Berdasar pesan ayat ini, ucapan-ucapan
serupa itu harus dihindari dalam
berinteraksi dan berkomunikasi dengan
sesama. Seperti terlihat, ayat ini
mengecualikan orang yang dizalimi. la
diperkenankan mengeluarkan ucapan
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buruk berupa doa buruk (laknat)
terhadap orang yang menzaliminya.
Tapi tetap saja menahan diri dari
melakukan hal itu lebih baik baginya.?’
. Berita

Yang berada dalam kelompok ini, di
antaranya pertama, qaul ma rif. Hal
ini sebagaimana disebutkan dalam
Q.S. al-Bagarah: 263. Pembahasan
tentang gaul ma riif pada ayat di atas
kurang-lebih sama dengan pembahasan
tentang term yang sama terdahulu.
Tentu saja dengan tetap memelihara
kekhasan konteks masing-masing ayat.
Kedua, al-qaul al-sabit, sebagaimana
dijelaskan dalam QS Ibrahim: 27.
Menurut al-Zamakhsyar, yang
dimaksud  dengan  al-gaul al-
tsabit adalah ucapan yang diperkuat
dengan argumen serta diteguhkan
dengan bukti, sehingga ucapan itu
terpancang kuat dan kokoh dalam hati
pengucapnya lalu menimbulkan rasa
tenang dan percaya diri  saat
mengucapkannya.?® Ketiga, al-tayyib
min al-qaul, sebagaimana disebutkan
dalam QS. Al-Hajj: 24. Yang
dimaksud al-t{ayyib min al-qaul di
dunia adalah ucapan la ilaha illa
Allah dan kata-kata yang baik lainnya
seperti  zikir dan  semacamnya.
Sedangkan jika al-t{fayyib min al-
gaul itu di surga kelak, maka
maksudnya adalah kata-kata mereka
seperti ini, “al-hamdu /illah al-lazi
sadagana wa’dahu (Segala puji bagi
Allah yang telah menetapi janji-Nya
kepada kami),” atau semacam itu dari
obrolan para penghuni surga antar-
sesama mereka.?® Keempat, lahn al-
gaul, sebagaimana disampaikan dalam
QS. Muhammad: 30. Lakn al-gaul,
seperti kata Muhammad al-Hijazi
dalam al-tafsir al-wadih, adalah
berkata-kata dengan kiasan dan
sindiran.®® Di antara pesan yang dapat
diambil dari ayat ini berkaitan dengan
topik tulisan ini adalah bahwa dalam
berkomunikasi kita hendaknya
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memilih kata-kata yang jelas, mudah
dipahami oleh lawan bicara dan sebisa
mungkin menghindari kata-kata yang
menimbulkan pengertian yang tidak
sama antara pengucap dan pendengar.

Kelima, munkar min al-qaul,
sebagaimana disampaikan dalam Q.S.
Al-Mujadalah: 2. Pesan universal dari
ayat ini adalah keharusan menjauhi
kata-kata ~yang  penuh  dengan
kemungkaran, kedustaan; kata-kata
yang sarat dengan pelanggaran
terhadap etika syariat dan etika publik,
kata-kata yang tidak senonoh yang jauh
dari norma yang berlaku dalam hal
berkomunikasi antar sesama. Keenam,
gaul mukhtalif, sebagaimana
dijelaskan dalam Q.S. Al-Zariyat: 8.
Ayat ini menjelaskan keadaan orang-
orang Yyang tidak percaya dengan
adanya kebangkitan akhirat itu. Mereka
berbeda pendapat tentang sosok
Muhammad SAW Sebagian mereka
menuduhnya penyair dan sebagian
lainnya menuduh gila. Mereka juga
berbeda pendapat tentang al-Qur’an.
Sebagian mereka menyebutnya sihir,
sebagian lainnya menyebut
perdukunan, serta ada pula yang
menuduhnya kumpulan lagu-lagu, dan
sebagainya.®® Ketujuh, qaul ‘azim,
sebagaimana dijelaskan dalam QS al-
Isra’: 40. Dengan tegas ayat ini
menyatakan bahwa kata-kata mereka
itu sungguh merupakan perkataan yang
besar; besar kehinaannya, kekejiannya,
keangkuhannya, kebohongannya,
kedustaannya, dan kemustahilannya.®2
Dalam hal ini, komunikasi antarsesama
juga harus terhindar dari qaul
‘azim seperti yang ditunjukkan ayat ini.
Yaitu Kkata-kata yang mengandung
kekejian dan kebohongan meski dibalut
dengan redaksi yang puitis atau kata-
kata yang bersastra.

Kedelapan, ma la yarda min al-qaul,
sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-
Nisa’: 108. Ma la yarda min al-qaul
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yang terdapat dalam ayat ini,
maksudnya adalah bahwa mereka
berkumpul di suatu malam, lalu
merancang sebuah tipu-daya dan
kebohongan.®® Nilai-nilai dasar dari
ayat ini yang dapat dikembangkan
dalam bidang komunikasi antar-sesama
antara lain keharusan menjauhi kata-
kata yang mengandung tipu-muslihat
yang merugikan atau mencelakakan
pihak yang kita ajak berkomunikasi.
Kesembilan, zukhruf al-gaul,
sebagaimana disebutkan dalam Q.S.
al-An‘am: 112 Pesan moral ayat ini
dapat diaplikasikan dalam konteks
komunikasi antar-sesama. Dalam hal
komunikasi, ayat ini menjelaskan agar
menghindari kata-kata yang penuh
tipu-daya dan muslihat meski dikemas
dengan untaian redaksi yang indah dan
memikat. Lebih baik kata yang
disampaikan ringan dan sederhana tapi
penuh ketulusan serta mengandung
pesan persaudaraan.3* Kesepuluh, zahir
min al-qaul, sebagaimana disampaikan
Q.S. al-Ra‘d: 33. Ayat ini memberi
pesan moral bahwa dalam mengungkap
kata dengan siapa pun dianjurkan
menghindari kata-kata yang nir-makna;
kata-kata yang muatannya hanya
keburukan dan kebatilan meski kata-
kata itu sudah mentradisi di kalangan
masyarakat.

F. Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat
disimpulkan beberapa poin berikut ini,
yaitu: Pertama, konsep istinbat hukum

! Revolusi industri 4.0 merupakan
revolusi industri keempat dan hadir setelah terjadi
revolusi industri pertama dengan ditemukannya
mesin uap. Revolusi industri kedua yang berkaitan
dengan listrik, revolusi industri ketiga yang serba
komputerisasi. Revolusi industri 4.0 ditandai
perkembangan teknologi dan informasi yang
sangat luar biasa, antara lain berupa artificial
intelligent, robotika, internet of things hingga
mesin cetak 3D, sebagaimana diungkapkan oleh
Ruly Nuryanto, Deputi Pengembangan SDM,
Kementerian Koperasi & UKM RI, dalam berita
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dalam menggagas fikih media sosial lebih
mengarah pada metode penalaran sadd az-
Zari’ah, Yyaitu menolak sesuatu yang
boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan
kepada sesuatu yang dilarang (mamni’).
Penalaran ini mendorong adanya rumusan
yang sesuai dengan tujuan syariat, yaitu
dar’u al mafasid dan jalb al-masalih.

Kedua, implementasi gagasan fikih
media sosial diterapkan pada peraturan
perundang-undangan, dalam hal ini
menyoroti tiga hal yang menjadi titik
tekan dari adanya UU ITE, yaitu: pertama,
pencemaran nama baik, di mana Islam
mengupayakan setiap aturan hukum dapat
dibentuk jika di antaranya ada unsur Aifzul
‘ird (menjaga harga diri atau kehormatan.
Kedua, Penodaan Agama, yang dalam
Islam sudah diatur berkaitan dengan
toleransi antarumat beragama. Ketiga,
ancaman via online, di mana Islam
maupun Undang-Undang telah mengatur
adanya larangan mengancam terhadap
hak-hak asasi orang lain.

Ketiga, implikasi dari ketentuan
fikih media sosial adalah menganjurkan
penggunaan media sosial dengan cara
yang baik dan bermartabat (bermedsos
karimah). Hal ini berarti bahwa segala
bentuk  penggunaan  medsos  yang
mempunyai implikasi pada kemanfaataan
dan  kemaslahatan adalah  sangat
dianjurkan. Sebaliknya, melarang segala
bentuk penggunan media sosial dengan
cara yang buruk, yang tidak berimplikasi
pada kemanfaatan dan kemaslahatan
melainkan membawa mudarat.
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